
B UPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 22 TAHI'N 20 16

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim
tentang Pertanggungjawaban Pelaksalaan Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawabal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2075l,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentarg Pajak Bumi dan Bangunan (Lembararl Negara Republik lndonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
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3-

4.

6.

7.

s.

dengan Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (l,embaran Negara Republik Indonesia Talun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undalg Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tarah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang nomor 2O Tahun 2OO0 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20OO Nomor 13O, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tertang Perbendaharaan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O4 Nomor 5, Tarnbalan kmbaralr Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 15 Tairun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dal Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembarar.r Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahai Lembaran Negara Republik Indonisia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 26, Tambahal Lembaran Negara RepubLik
Indonesia Nomor 4438);

10. Undalg-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( l,embarar Negara Republik Indonesia tairun 2008
nomor 2, Tambairal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

8.



11. Undang-Undang Nomor 27 Tah.un 2OO9 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilar Rakyat, DPD
dan DPRD (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaral Negara Repubtik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tatnbahar, Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahar Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintallan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O01 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengga-ran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan Lembaian Negara Republik
Indonesia Nomor 4O9O);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaaa Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



19- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahar lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubLik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

22- Perar.r)rarl Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjrusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

24. Perat.)ra,r Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor
82, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27 - Perar.:.)rarl Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangal Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20O9 Nomor 18, Tainbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4972 );



28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 teDtal:rg Pengelolaal dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminarr Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 81);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimala
telah beberapa kali diubal terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedomal Pemberial Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaral Pendapatan darr Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2 ter,tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman Pemberian Hibatr dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Alggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54O);

32. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pen]rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RaLyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaral Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daera}r
Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2004 tentang Kedudukar Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muara Enim (l,embaran Daerah Kabupaten Muara Enim Talun 2007 Nomor 2);

34. Peraturan Daerai Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jargka Panjang
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO5 - 2025 (L€mbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor
8);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (t-embaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 1O);

36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2Ol2 fer,ta]jlg Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Muara Enim (l,embaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2012 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 Nomor 23);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daeral Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2013 Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enirn Nomor 15 Tahun 2008 tentanB Pembentukan Orgarisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Prqja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Talun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keia Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecarnatan Dalam Kabupaten Muara Enim (kmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim (l-€mbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 27);
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Mua-ra Enim Nomor 22 la]n]un 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 13);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimala tetah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Muar:a Enim Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10
Tahun 201O Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Talun 2013 Nomor 6);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2O1a (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor
1 1);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Muana Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daeral Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerai Tahun Anggaran 2015 (Irmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 15);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O15 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 9):

49. Peraturan Daerah Muara Enim Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Darah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerai Kabupaten Muara Enim Tahun 2016
Nomor );



50. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 46);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbalgal

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belarja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Baltuan Keuangan
7. Belalja Tidat terduga

b. Belanja Langsung
1. Belarja Pegawai

Rp. 178.245.088.810,87
Rp. 1.53O. 146.920.272,OO

Rp. 271.611.832.650,96
: Rp.1.98O.OO3.a41.733,83

Rp.7 35.34o.527 . L24, 13
Rp. 5.355.133.9O2,24
Rp 2.70 1.950.095,O0
Rp. 24.763.220.250,00
Rp. 80.000.000,oo
Rp.202.O 18.294.023,05
Rp. 4.071.38a.00O,0O

: Rp. 978.330.513.394,42

Rp. 11.555.046.618,00



2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus (defisit)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan
b. Pengeluaral

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

: Rp.52 1.749. 137. 108, 13
: Rp.600.742.048.392.83

: Rp.l. 134.046.232.118.96
Rp.2. t L2.s7 6.7 45.5 13,34

(Rp. 132.372,9O3.779,55)

I Rp.214.896.437.241,O2
I Rp. 4 1.146 -483.57 5.72

: Rp.173.749.953.7O5,3O

': Rp. 41.377.049.925,75
Pasal 2

Ringkasal Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih larjut kedalam penjabaran laporan realisasi
ar8garal.

Pasal 4

Penjabaran Laporai Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Larnpiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengrrndalgai Peraturan Bupati
Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim,
pada targgal ,g A6uElLrt 2016

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR &I.

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Diteta

2016

,b tyruzaxtp. sAI soHAR

TEN MUARA ENIM,

HASANUDIN
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